WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR {4 TAHUN 2015
TENTANG

TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
{(BPD) SERTA INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA (RT)
DI KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan
pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketua Rukun Tetangga (RT)
berhak diberikan insentif sesuai dengan ketetntuan
perundang-undangan ;

c. bahwa tunjangan Pimpinan dan  anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) serta Insentif Ketua Rukun
Tetangga (RT) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan
Belanja Desa (APB-Des) yang bersumber dari Alokasi Dana
Desa {ADD);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c
dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
tunjangan Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) serta Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47 );
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3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 };

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentaing Pembentukan
Kota Kotamobagu ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tanun 2607 NWomor 6 );

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahiun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

6. VUndang-Undang Nomor 23 Tanun 2014 tentang Pemerintanat
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
teraknir dengaii Undang-Undang Nomor 9 Tanun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 2053);

9. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 42 Tahun 2008
Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa,

MEMUTUSKAN:
Meneiapkan: FPERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG TUNJANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD} SERTA INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA (RT)

BAB 1

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
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Pemerintan Daeran adaian Pemerimian Koia Koiamobagu.

Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
Desa adalah kesatuan masyvarakat hukum yvang memiliki batas-batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
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yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
Kepentingan Mmasyarakat scicmpatl dalam Sistem pemerintanan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.

Sangadi adalah pemimpin desa yang dipilin langsung oleh penduduk desa
yang bersangkutan.

Perangkat Desa adalah unsur pembantu Sangadi, yang terdiri dari
Sekretaris Desa, Porobis sebagai Kepala Urusan pelaksana teknis lapangan
dan Kepala Dusun sebagai unsur kewilayahan yang membawahi {RT)

Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokraiis

Ketua Rukun Tetangga (RT) adalah Lembaga Kemasyarakatan di Desa
sebagal unsure pelaksana tehnis kewilayahan yang berada dibawah Kepala

Dusun.

. Pemjavat Sangadi adalah seorang pejabal yang diangkai oleh pejabat yang

berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban
Sangadi dalam kurun waktu tertentu;

Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh
Sangadi dan Perangkat Desa setiap bulan.

Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap yang bersumber
dari APBDesa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
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BAB II
TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD} SERTA INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA (RT)
Bagian Kesatu
Jenis Penghasilan
Pasal 2

(I} Penghasilan yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
terdiri dari :
a. Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan
b. Tunjangan Lainnya yang sah

(2} Penghasilan yang diberikan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) terdiri dari
a. Insentif dan

b. Tunjangan Lainnya yang sah

Bagian Kedua

Tunjangan
Pasal 3

(1) BPD diberikan penghasilan berupa tunjangan

(2) Tunjangan BPD sebagaimana pada pasal 2 ayat 1 dianggarkan dalam
APBDesa.

(3) Tunjangan BPD dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.

(4) Ketua Rukun Tetangga (RT) diberikan penghasilan berupa Insentif

(5) Insentf Ketua RT sebagaimana pada pasal 2 ayat {2) dianggarkan dalam
APBDesa.

(6) Insentif Ketua RT dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa

(7) Tunjangan BPD dan Insentif Ketua RT yang tidak dapat dibayarkan
dikarenakan kekosongan jabatan Pimpinan, Anggota dan /atau Ketua RT
dikembalikan ke rekening desa.

Bagian Ketiga
Penghasilan Tambahan
Pasal 4

(1) BPD dan Ketua RT dapat diberikan penghasilan tambahan.

(2) Penghasilan tambahan BPD dan Ketua RT dianggarkan dalam APBDesa.

(3) Besaran penghasilan tambahan BPD dan Ketua RT ditetapkan dengan
Keputusan Sangadi dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa

(4) Penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam

Peraturan Desa, dan disesuaikan dengan keuangan Desa O



Pasal 5

Besaran Tunjangan BPD dan Insentif RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO PENGELOLA PARAF Ditetapkan di Kotamobagu
1 | Kepala Bagian Tata Praja a7 Pada Tanggal 2§ Mei 2015
2 Kepala Bagian Hukum dan Organisasi qh
3 Asisten Pemerintahan dan Kesos 5/ %w ALIKOTA KOTAMOBAGU ﬁ
4 Sekretaris Daerah A
S Wakil Walikota Kotamobagu
s
6 Walikota Kotamobagu TA' BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 25 Mei 2015

@ SEKRETARIS DAERAH{

/ EY
Drs. STAFA LIMBALO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR {4



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG TUNJANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) SERTA INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA (RT)

NO

JABATAN TUNJANGAN INSENTIF KET
L KETUA BPD Rp. 300,000,- Per Bulan
Rp. 260,000, Per Bulan

2. | WAKIL KETUA

3 | SEKRETARIS BPD g UL R St

4. ANGGOTA BPD) Rp. 200,000, Per Bulan

5. | KETUA RUKUN TETANGGA Rp. 325,000, | Per Bulan

(RT)

@n WALIKOTA KOTAMOBAGU //(

TA



